SALINAN

WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 125 TAHUN 2022

TENTANG
PERUBAHAN ATAS

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 110 TAHUN 2022 TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF BERUPA PEMBEBASAN ATAU PENGURANGAN DENDA
PELAKSANAAN KEMAJUAN PEMBANGUNAN DI LAPANGAN PADA SAAT
PENGAJUAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN/PERSETUJUAN BANGUNAN

Menimbang

GEDUNG DALAM RANGKA HARI PAHLAWAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kepatuhan dan

antusias warga masyarakat dalam pengajuan Izin
Mendirikan Bangunan/Persetujuan Bangunan sekaligus
sebagai stimulan dalam meningkatkan Pendapatan Asli
Daerah  dari sektor Retribusi Izin  Mendirikan
Bangunan/Persetujuan Bangunan, telah ditetapkan
Peraturan Walikota Surabaya Nomor 110 Tahun 2022
tentang Pemberian Insentif berupa Pembebasan atau
Pengurangan Denda Pelaksanaan Kemajuan Pembangunan
di Lapangan pada saat Pengajuan Izin Mendirikan
Bangunan/Persetujuan Bangunan Gedung dalam Rangka
Hari Pahlawan;

. bahwa sehubungan dengan tingginya animo masyarakat

dalam pengajuan Izin Mendirikan Bangunan/Persetujuan
Bangunan Gedung, maka Peraturan Walikota Surabaya
Nomor 110 Tahun 2022 tentang Pemberian Insentif berupa
Pembebasan atau Pengurangan Denda Pelaksanaan
Kemajuan Pembangunan di Lapangan pada saat Pengajuan
Izin Mendirikan Bangunan/Persetujuan Bangunan Gedung
dalam Rangka Hari Pahlawan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota
Surabaya Nomor 110 Tahun 2022 tentang Pemberian
Insentif berupa Pembebasan atau Pengurangan Denda
Pelaksanaan Kemajuan Pembangunan di Lapangan pada
saat Pengajuan Izin Mendirikan Bangunan/Persetujuan
Bangunan Gedung dalam Rangka Hari Pahlawan;



Mengingat

. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan
Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2730);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang

Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4247);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014, Nomor 292 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022,
Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);



8.

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 186);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

10.Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009

11.

tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kota Surabaya
Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Surabaya Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2013
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya
Nomor 7 Tahun 2009 tentang Bangunan (Lembaran
Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 6 Tambahan
Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 6);

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2012
tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran
Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya
Nomor 9 Tahuun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah
Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Surabaya Nomor 8);

12.Peraturan Walikota Surabaya Nomor 38 Tahuun 2019

tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif
Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7
Tahun 2009 tentang Bangunan (Berita Daerah Kota
Surabaya Tahun 2019 Nomor 39);

13.Peraturan Walikota Surabaya Nomor 73 Tahun 2021

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kota Surabaya
(Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 73);



14.Peraturan Walikota Surabaya Nomor 110 Tahun 2022
tentang Pemberian Insentif berupa Pembebasan atau
Pengurangan Denda Pelaksanaan Kemajuan Pembangunan
di Lapangan pada saat Pengajuan Izin Mendirikan
Bangunan/Persetujuan Bangunan Gedung dalam Rangka
Hari Pahlawan (Berita Daerah Kota Surabaya
Tahun 2022 Nomor 112).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 110 TAHUN
2022 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF BERUPA
PEMBEBASAN ATAU PENGURANGAN DENDA
PELAKSANAAN KEMAJUAN PEMBANGUNAN DI LAPANGAN
PADA SAAT PENGAJUAN IZIN MENDIRIKAN
BANGUNAN/PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG DALAM
RANGKA HARI PAHLAWAN.

Pasal I

Ketentuan Pasal 7 dalam Peraturan Walikota Surabaya
Nomor 110 Tahun 2022 tentang Pemberian Insentif berupa
Pembebasan atau Pengurangan Denda Pelaksanaan Kemajuan
Pembangunan di Lapangan pada saat Pengajuan Izin
Mendirikan Bangunan/Persetujuan Bangunan Gedung dalam
Rangka Hari Pahlawan (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun
2022 Nomor 112) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Pelaksanaan pemberian insentif berupa pembebasan atau
pengurangan denda pelaksanaan kemajuan pembangunan di
lapangan pada saat pengajuan IMB/PBG berlaku mulai
tanggal 1 November 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

Pasal II
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 1 Desember 2022

WALIKOTA SURABAYA,
ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di ......



Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 1 Desember 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,
ttd
Ir. Erna Purnawati

Pembina Utama Muda
NIP 19641008 199003 2 008

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2022 NOMOR 127

Salinan sesuai dengan aslinya,
BAGIAN
W\ KERJASAMA

NIP. 19780307 200501 1 004



